
Jlengingat L Undang·Undang Noroor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 
1953 tentang Perobentukan Daerah Tingkat a di 
Kaliroantan {lembaran Negara Repu blik Indonesia 
Nomor 9 Tahun 1953, Tambahan Lembaran Negara 
RI Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Noroor 72 Tahun 1959, 
Tambaban Lembaran Negara Repu blik Indonesia 
Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287]; 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Repubtik 
Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perirobangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Menimban.g ; a. banwa basil penjaringan aspirasi yang secara formal 
difonnulasikan melalui forum Musyawarah 
Pembangunaan Pembangunan (Musrenbang) 
merupakan dokumen perencanaan tahunan yang 
selanjumya dinyatakan sebagai Rencana Kerja 
Pembangunan Daerah (RKPO); 

b. bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 
berfungsi sebagai acuan bagi penyusunan Rencana 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 
dan merupakan acuan bagi SKPD dalarn rangka 
mewujudkan keterpaduan dan mensinergikan 
pembiayaan pembangunan; 

c. bahwa untuk maksud huruf a. dan huruf b tersebut 
di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten 
Sambas Tahun 2017; 

DZ:lfGAll RAJDIAT TUHAll YAlfG lllAHA Z:SA 
BUPAfl SAMBAS, 

TEl'fTANG 

RENCANA KERJA PEMBANOUJIAN DAERAB (RKPD) 
KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2017 

PERATURAlf BUPATI SAMBAS 
NOMOR 14 TABUN 2016 

BUPATI SAMBAS BUPATI SAMBAS 

PERA TURAN BUPATI SAMBAS 
NOMOR 14 TAHUN 2016 

RENCANA KERA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) 
KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2017 

DEGAN RAHMAT TUAN YANG MAHA ESA 
UPATT SAMBAS, 

Mendm.bang a. bahwa hasil penjaringan aspirasi yang secara formal 
diformulasikan melalui forum Musyawarah 
Pembangunaan Pembangunan (Musrenbang 
merupa.an dokumen perencanaan tahunan yang 
selanjutnya dinyatakan sebagaj Rencana Kerja 
Pembangunan Daerah (RKPD], 

b. bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daera.h (RKPD) 
berfungsi sebagai acuan bag penyusunan Rencan.a 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD] 
dan merupakan acuan bagi $PD dalam rangka 
mewujuad.an keterpaduan dan mensinergkan 
pembiayaan pembangunan; 

c. bahwa untuk maksud huruf a, dan hurufb terse but 
di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Rencana Kerja Pembanguan Daera.h Kabu paten 
Sambas Tahun 2017, 

Mengingat I. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959 tentan8 
Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II d 
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 9 Tahu 1953, Tambahan Lembaran Negara 
RI Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomo 72 Tun 1959, 
Tnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomnor 1820 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,mnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem perencanaan Pembangunan Nasional 
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421) 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan aunt.aura Pererintah Pusat 
dan Pererintaha Daerah (Lembaran Negara 



Republilc Indonesia Tahun 2004 Nomor l 26, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Rencana Pembangunan Jangl<a Panjaog Nasional 
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambaban 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

7. Undaog-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah dua ka1i diubah, terakhir deogan 
Undaog-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemeriotahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Repub1ik Indonesia Tabun 2005 Nomor 140 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tabun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan aotara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Propinsi dao Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

l O. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tabun 2007 ten tang 
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 83, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4738); 

11. Peraturan Pemeriotah Nomor 6 Tahun 2008 tentang 
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 
2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 
Republik l.ndonesia Nomor 4815); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang 
Tahapan, Tata Cata Penyusunan, Pengendalian dao 
Evaluasi Pelal<sanaan Rencana Pembangunan 
Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 21, Tambahao Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4817); 

13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
Tabun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembara Negara Republike Indonesia 
Noor 4438], 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahu 2007 Nornor 33, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700] 

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang (Lmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahu 2007 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nonroe 4725), 

7. Undang-Undang Noror 23 Tahun 2014 tentang 
Pererintaha Daera.h (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomnor 244, Tabahan 
Lembaan Negara Republik Indonesia Nono 5587] 
sebagairana telah dua kali diubah, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 entang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Noror 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679 

8. peraturan Pererintah Nomo 58 un 200. tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 
unbahan Lembaran Negara Norr 4578; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Penbagian Urusan Pemerintahan antara Pemerinta.h, 
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) 

10 Peraturan Pemerintah No#or 39 Thun 2007 tentang 
Pengelolan Keuangan Negara /Daera.h (Lem baran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, 
Tnbahan Lem.baran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4738; 

II. Peraturan Pererintah Normor 6 Tahun 2008 tentang 
Pedoman Evaluasi Penelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Narmor 19, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Noror 48154; 

2. Peratuan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tenta8 
ha pan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nornor 2I, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4817] 

13. Peraturan Presiden Nornor 2 Tahun 2015 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Noror 3, 



14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali mengalami 
perubahan cerakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Betita Negara Republik tndonesia 
Tahun 2011 Nomor 310); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 
2010 ten tang Pelaksanaan Peraturao Pemerintah 
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 517); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 
2017 ten tang Pedoman Penyusunan, Pengendalian 
Dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah 
Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 518); 

17. Peraturao Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tabun 
2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor874); 

18. Peraturan Daerah Propinsi Kalimsntan Barat Nomor 
7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Psnjang Daerah Propinsi Kalimantan Barat 
Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi 
Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7); 

19. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 
5 Tahun 2013 tentang Reneana Pembangunan 
Jangka Menengab Daerah Provinsi Kalimantan Barat 
Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi 
Kalimantan Barat Tahun 2013 Nomor SJ; 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 14 
Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan 
Rencana Pembangunan Daerab (Lembaran Daerab 
Kabupaten SambasTahun 2006 Nomor 14); 

21. Peraturan Daerah Kahupaten Sambas Nomor 4 
Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Peogelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerab Kabupaten 
Sambas Tahun 2008 Nomor 4); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Oaerah Kabupaten Sambas Tahun 2005· 
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 
2010 Nomor 2); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana tela.h beberapa kali mengalami 
perubahan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 2I Tahun 2011 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 310]; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Thun 
2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Perbangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 517; 

16, peraturan Menteri Dalam Negeti Noror 18 Thun 
2017 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian 
Dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daera.h 
Tahu 2017 (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 518 

17 Peraturan Menteri Dalam Negeni Noor 3 Tahu 
2016 tentang Pedoman Penusunan Anggaran 
Pendapatan da Belanja Daerah ghun Anggaran 
2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 874 

18. Persaturan Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 
7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah Propinsi Kalimantan Barat 
Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi 
Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7 

19. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 
5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat 
Tahun 2013-2018 (Lembaran Daera.h Provins 
Kalimantan Barat Tahun 2013 Nomor 5l, 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor I 
Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan 
Rencana Pembangunan Daera.h (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sambas Tahun 2006 Nomor 14) 

2I Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 
Tahun 'tape Polo polo_Pengetola 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabu paten 
Sambas Tahu 2008 Nomor 4 

22. Peratruran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2005- 
2025 (Lembaran Daera.h Kabupaten Sambas Tahun 
2010 Nomor 2l 



(11 Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sambas 
Tahun 2017 disusun dengan Sistimatika Penulisan sebagai berikut : 

BAB I Lata.r Belakang 
1.1 Latar Belakang 
1.2 Dasar Hukum Penyusunan 
1.3 Hubungan antar Dokumen 
1.4 Sistematika Dokumen SKPD 
1.5 Maksud dan Tujuan 

BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan 
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan 
2. l Gambaran Umum Kondisi Daerah 

2. 1. I Aspek Geografi dan Oemografi 
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 
2.1.3 AspekPelayanan Umum 
2. I . 4 Aspek Daya Saing Daerah 

2. 2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD 
sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD 

2.3 Pennasalahan Pembangunan Daerah 
2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan 

dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan 
Daerah 

2.3.2 ldentifikasi Pennasalshan Penyelenggaraan 
Urusan Pemerintahan Daerah 

BAB Ill Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan 
Keuangan Daerah 
3. I Arab Kebijakan Ekonomi Daerah 

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2015 dan 
Perkiraan Tahun 2017 

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah 
tahun 2017 dan Tahun 2018 

3.2 Arab Kebijakan Keuangan Daerah 
3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka 

Pendanaan 
3.2.2 Arab Kebijakan Keuangan Daerah 

3.2.2.1 Arab Kebijakan Pendapatan Daerah 
3.2.2.2 Arab Kebijakan Belanja Daerah 

BAB IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan 

Pasal 2 

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sambas Tahun 
2017 merupakan basil Musrenbang Kabupaten yang cligunakan sebagai 
acuan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
Tahun 2017, Perhitungan APBD Tahun 2017 dan Perubahan APBD Tahun 
2017 Kabupaten Sambas. 

Pual 1 

PERATURA!f BUPATI TENT.ANG RENCAl'IA KERJA 
PEMERIKTAB DAERAB (RKPD) KABUPATEN SAMBAS 
TAHU11 2017 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : MEMUTUSKAN 

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KER.JA 
PEMERINTAH DAERAH [RKPD] KABUPATEN SAMBAS 
TAHUN 2017 

Rencana erja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sambas Tahun 
2017 merupakan hasil Musrenbang Kabupaten yang digunakan sebaga 
acuan penyusunan Anggaran Pendapatan dae Belanja Daerah (APBD) 
Tahun 2017, Perhitungan APBD Tahun 207 dan Perubahan APBD Tahun 
2017 Kabupaten Sambas 

(I) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD] Kabupaten Sambas 
Tahun 2017 disusun dengan Sistimatika Pemulisan sebagai benikut 

BABI Latar Belakang 
II Latar Belakang 
12 Dasar Hukum Penusunan 
L.3 Hubungan antar Dokumen 
L.4 Sistematika Dokumen SKPD 
1.5 Maksud dan Tujuan 

BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan 
Capaian Kinerja Penyelenggaraaen Pemerintahan 
2.I Gambaran Umum Kondisi Daerah 

2.1.1 Aspek Geografi dan Demograf 
2.1.2 A#pek Kesejahteraan Masyarakat 
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum 
214 Aspek Daya Saing Daerah 

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan egiatan RKPD 
sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD 

23 Permasalaha Pembangunan Daera.h 
23.1 permasalahan Daera.h yang Berhubungan 

dengan Prioritas dan Sa.saran Pembangunan 
Daerah 

23.2 Identifikasi Permasalahan Penvelenggaraan 
Urusan Pemerintaha Daerah 

BAB III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan 
Keuangan Daerah 
3.I Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 

3.L.I Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2015 dan 
Perkiraan Tahun 2017 

312 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daera.h 
tahun 2017 dan Tahun 2018 

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daera.h 
321 Poveksi Keuangan Daerah dan Kerangka 

Pendanaan 
3.22 Arah Kebijakan Keuangan Daera.h 

3.2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah 
3.2.2.2Arah Kebijakan Belanja Daerah 

BA[V Pioritas dan Sasaran Perbangunan Daera.h 
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan 



MARIANIS, SH. MR 
P,:mbina (IV /a) 
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BER!TA DAERAH KABIJPATEN SAMBAS TAHUN 2016 NOMOR I• 

Diundatigjcao di Sambas 
pada tanggal 31 Mei 2016 
SEKRETARJS 01\EAAII KABUPATEN SAMBAS 

ITO 
JAMIAT AKADOL 

Ditetapkan di Sambas 
pada tanggal 31 Mei 2016 

BUPATI SAMB.~S. 

1TD 

JUlJARTI OJUHARDI ALWI 

Pa.al 6 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Sambas. 

Pasa1 5 
Penjabaran/penuangan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dalam pelaksanaannya bersifat 
fleksibel dalam arti rencana kerja yang telah ditetapkan masib dapat 
dilakukan penyesuaian sejalan dengan perkembangan situasi dan kondisi 
daerah, petunjukfkebijaksanaan yang telah ditetapkan secara nasional 
serta kebutuhan/ kepentingan·kepentingan daerah yang bersifat 
mendesak. 

Pasa13 
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sambas Tahun 
2017 sebagai acuan bagj seluruh komponen baik Pemerintah Daerah, 
Sadan Legislatif Daerah maupun masyarakat/dunia usaha dalam 
melaksanakan program dan kegjatan pembangunan tahunan di 
Kabupaten Sambas Tahun 2017. 

Pa.al 4 

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dalam pelaksanaannya 
dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
Kabupaten Sambas. 

(2) lsi beserta ura.ian Rencana Kerja Petnbangunan Daerah (RKPD) 
Kabupaten Sambas Tahun 2017, sebagajmana ayat (I), dituangkan 
dalam Jampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

4.2 Prioritas Pembangunan 
Rencana Program dan Kegjatan Prioritas Daerah 
Penutup 

BABV 
BAB VJ 

42 pionitas Pembangunan 
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daera.h 
Penutup 

(2 lsi beserta uradian Rencana erja Pembangunan Daerah (RKPD) 
Kabu paten Sambas Tahu 2017, sebagairmana ayat (I), dituangkan 
dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

Pal a 
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD Kabu paten Sambas Tahun 
2017 sebagai acuan bagi seluruh komponen bake Pererintah Daera.h, 
Badan Legislatif Daerah maupun masyarakat /dunia usaha dalam 
melaksanakan program dan kegiatan pembangunan ta.hunan di 
Kabupaten Sambas Tahun 2017. 

Pal4 

Rencana Kerja Pembangunan Daerah [RKPD] dalam pelaksanaannya 
dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD 
Kabu paten Sambas 

Pal5 

Penjabaran/penuangan dalarm Rencana Kerja Pemerintah Daera.h 
se bagaimana dimaksud dalam pasal 3, dalam pelaksanaannya bersifat 
fleksibel dalam arti rencana kerja yang telah ditetapkan masih dapat 
dilakukan penyesuaan sejalan dengan perkembangan situasi dan kondis 
daerah, petunjuk/kebijaksanaan yang telah ditetapkan secara nasional 
serta kebutuhan/ kepentingan-kepentingan daerah yang bersifat 
mendesak. 

Pal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 
Agar setiap orang mengetahuinya mererintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Bernita Daera.h 
Kabupaten Sambas 

Diteta plan di Sam bas 
pada tan.ggal 31 Mei 2016 

BUPATI SAMBAS, 

TTD 

JULARTT DJUHARDI ALWI 

Diuadangka di Sambas 
pada taga 3 Mei 2016 
SEKRETARIS DAERAN KABU'PATEN SAMBAS 

TTD 

JAMAT AKADOL 

BERITA DAE RAT ABUPATEN SAMBAS TAHUN 2016 NOMOR I4 

a Derga.n Asliya 

IS, SL, MIN 
Pembina (IV/a 

NIP. 19640112 20000.3 1 00.3 
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MARIANis, Slj, MH 
Pembioa {W/a) 

NIP. 19640112 200003 1 003 

BUPATI SAMBAS, 

TTD 

JUUARTI DJUHARDI ALWI 

SambaS, Mei 2016 

Keberhasilan pembangUnan yang oamanatt<an dalam RKPO 2017 inl sangat 
dltenbJkan oleh sikap, semangat, ketaatan dan disiplin para penyelenggara 
pemerintahan dan pembangunan se,ta peran aklif masyarakat pada umumnya. 

n pembangunan yang dananatkn dalan 9D 2017 ini sangat 

dentukan oleh sikp, sea09, keta.an an dies.iplin para pnyelien99 

pemerintah'en dan pembangunan seta pea al oarsyaralat pada rurmnnya. 

Sambas, Mei 2016 

BUPATI SAMBAS, 

ro 
JULIAR TI DJUHARDI ALWI 

MARINIS, SL, MH 
Pembina (14/a) 

NIP, 19640112 20000.3 1 00.3 
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